
 
BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 236 TAHUN 2021  

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan 

kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan 
belanja pemerintah desa di Kabupaten Garut secara 
berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengatur Standar 

Harga Satuan di Desa yang berada di wilayah                 
Kabupaten Garut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara                 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan               

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968               
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021              
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014       
Nomor 7, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020              
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 160); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019               
Nomor 1455); 

14. Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Berskala Lokas Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 55); 

15. Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2021 Nomor 223); 

16. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 222); 

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 223 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Aset Desa Berita Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2021 Nomor 223); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN 

HARGA BARANG DAN JASA DI DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah                     
Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
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5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. 

Pasal 2 

(1) Standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Desa 

menggunakan standar satuan yang ditetapkan dalam Peraturan                 
Bupati Garut tentang Standar Satuan Harga. 

(2) Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Standar satuan harga barang dan jasa di Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa bagi 

Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran 
Pemerintah Desa. 

(2) Apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari standar harga barang dan 
jasa dalam Peraturan Bupati Garut tentang Standar Satuan Harga, maka 
Pemerintah Desa mengacu pada harga pasar setempat yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga. 

Pasal 4 

(1) Standar satuan harga barang dan jasa di Desa adalah harga tertinggi dari 
suatu barang dan jasa bagi Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam 

penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa, dengan ketentuan: 

a. patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor dan suku cadangnya 
berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang 

merk; 

b. patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan 

berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit; 

c. patokan harga satuan untuk obat-obatan generik berpedoman pada 

harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan 

d. patokan harga per m2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah 
menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independen. 

(2) Standar Satuan Harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk 
(ATPM) harus menggunakan daftar harga (price list) pemegang merk atau 

penerbit yang bersangkutan. 
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(3) Pengadaan barang yang dilakukan melalui e-purchasing menggunakan harga 

satuan yang ditetapkan dalam e-catalogue. 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Desa wajib menetapkan standar satuan harga barang dan jasa 
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Garut tentang Standar Satuan 

Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

(2) Penetapan standar satuan harga barang dan jasa di Desa sebagaimana            

ayat (1) sudah termasuk pajak dan ongkos angkut. 

Pasal 6 

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga pasar yang 

berlaku pada saat pelaksanaannya dan tidak boleh melampaui standarisasi 
dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga. 

Pasal 7 

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga 
tertinggi sebagai akibat fluktuatif mata uang Rupiah, akan dilakukan perubahan 

item standar satuan harga barang dan jasa. 

Pasal 8 

Peraturan  Bupati Garut  ini  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.  

 Ditetapkan di Garut 
   pada tanggal 29 - 12 - 2021  

   B U P A T I  G A R U T,  

                 t t d  

                                                      RUDY GUNAWAN 

 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 29 - 12 - 202100 - 00 - 2020   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

      t t dt t d                               

             N U R D I N  Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2021 NOMOR 236000 

 

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH, 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

u.b. 
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